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RINGKASAN EKSEKUTIF

engembangan dan penerapan Good Corporate Governance merupakan
wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat
meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (performance)

dan penciptaan citra perusahaan yang baik (good corporate image).

Asesmen terhadap penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan
dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan
GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat
diidentifikasi.

Guna menghindarkan kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan
rekomendasi, perlu disampaikan bahwa asesmen penerapan GCG ini tidak ditujukan
untuk memperbandingkan capaian penerapan praktik-praktik GCG antar Organ
Perusahaan, yaitu antara Direksi dengan Dewan Komisaris maupun antara keduanya
dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang Saham. Masing-masing
organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur
dan proses terbaik atau ideal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan

Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan asesmen yang kami lakukan atas penerapan praktik-praktik GCG, dapat
disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

mencapai predikat kategori “Sangat Baik”, dengan skor 93,590.
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Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024
Laporan Nomor PE.05.03/LHP-187/PW10/4.1/2025
Tanggal 2 Juni 2025

Capaian skor masing-masing aspek governance terinci sebagai berikut :

Capaian Predikat

No Aspek Governance Bobot Skor (%)
I Komitmen terhadap Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang 7 6,962 99,457 | Sangat Baik
Baik secara Berkelanjutan
Il Pemegang Saham dan RUPS 9 8,618 95,754 | Sangat Baik
11 Dewan Komisaris 35 | 32,846 93,837 | Sangat Baik
IV | Direksi 35 | 32,823 93,779 | Sangat Baik
\% Pengungkapfan Informasi dan 9 7342 81577 Baik
Transparansi
VI | Aspek Lainnya 5 5,000
TOTAL 100 93,590 Sangat Baik

Rekomendasi terhadap area-area yang perlu penyempurnaan kami sampaikan secara

lebih rinci dalam bagian lampiran laporan ini.

Rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam penerapan GCG tidak akan berarti
apapun apabila tidak segera dibuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya.
Tindak lanjut atas rencana aksi yang didasari dengan komitmen semua pihak yang
terkait akan meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada best

practices, yang terus berkembang.

Bandung, 2 Juni 2025

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan
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BAB |

Simpulan dan Rekomendasi

A. SIMPULAN

Kami telah melakukan asesmen penerapan Good Corporate Governance (GCG)
pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2024 yang mencakup enam aspek
governance yaitu Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris,

Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya.

Berdasarkan asesmen terhadap penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia
(Persero) untuk periode tahun 2024 yang dilakukan selama 25 (dua puluh lima) hari
kerja mulai tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025, dapat
disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

mencapai skor 93,590. Capaian skor tersebut berada dalam kategori predikat
“Sangat Baik”.

Capaian skor tersebut dengan rincian sebagai berikut:

| e

| | Komitmen terhadap 7 6,962 99,457 | Sangat Baik
Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik
secara Berkelanjutan
Il | Pemegang Saham dan 9 8,618 95,754 | Sangat Baik
RUPS
Il | Dewan Komisaris 35 32,846 | 93,837 | Sangat Baik
IV | Direksi 35 32,823 | 93,779 | Sangat Baik
V | Pengungkapan Informasi 9 7,342 81,577 |Baik
dan Transparansi
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Tabel di atas menggambarkan hasil perbandingan antara kondisi penerapan GCG

pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan praktik terbaik (best practices)

penerapan GCG.

Hal-hal yang memerlukan penanganan segera oleh Organ Utama perusahaan

sebagai berikut :

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara

Berkelanjutan

Perusahaan melakukan asesmen terhadap pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan review secara berkala, namun area of improvement
(Aol) hasil asesmen GCG baru ditindaklanjuti sebanyak 14 dari 40 Aol (35%),

sedangkan sisanya sebanyak 26 Aol belum ditindak lanjuti (65%).

2. Pemegang Saham/RUPS

a.

Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan aksi korporasi yang
perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS, namun belum semua
persetujuan diberikan tepat waktu. Dari 15 usulan aksi korporasi, sebanyak
2 usulan pemberian persetujuannya dilakukan tepat waktu, 9 usulan tidak
tepat waktu, dan 4 usulan belum diberikan persetujuan;

Pemegang Saham telah mengatur mengenai kewajiban Dewan Komisaris
menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris
dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, namun
belum menetapkan pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris;

Pemegang Saham telah merencanakan dan melakukan upaya-upaya
menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari asesmen atas
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT KAI (Persero),
namun belum tuntas, sehingga Aol asesmen tahun sebelumnya masih
menjadi Aol pada tahun 2024, yaitu pemberian persetujuan usulan aksi
korporasi Direksi masih belum seluruhnya tepat waktu, dan belum
menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris.
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3. Dewan Komisaris

a.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan
dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS, namun tingkat
kesegeraan pengambilan keputusan atas usulan tindakan Direksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris belum sepenuhnya sesuai
dengan standar waktu yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Board
Manual yaitu 14 (empat belas) hari sejak permohonan Direksi diterima oleh
Dewan Komisaris secara lengkap;

Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas Rencana Jangka
Panjang Perusahaan tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perusahaan
Tahun 2024 yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan
melaporkan secara tertulis kepada RUPS, namun Dewan Komisaris belum
menelaah dan menyampaikan simpulannya mengenai adanya
keselarasan/ketidakselarasan RKAP dengan RJPP dalam tanggapan atas
RJPP atau RKAP kepada Pemegang Saham;

Dewan Komisaris telah memberikan arahan atas implementasi rencana
dan kebijakan perusahaan, namun belum terdapat telaah atau masukan
terkait muatan kriteria lingkungan bisnis dan kriteria permasalahan yang
dapat berdampak signifikan bagi perusahaan untuk menjadi muatan
tambahan dalam draft Board Manual, penasihatan terhadap kebijakan
pengadaan barang dan jasa dan penasihatan terhadap kebijakan standar
mutu dan pelayanan;

Dewan Komisaris mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS
namun dalam surat penyampaian usulan auditor eksternal kepada RUPS
belum mencantumkan besarnya honorarium untuk auditor eksternal
tersebut dan Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris belum memuat
anggaran biaya audit eksternal (KAP);

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan pengelolaan anak perusahaan atau perusahaan patungan
namun penetapan atas usulan pengurus Anak Perusahaan belum

konsisten memenuhi jangka waktu pengambilan keputusan yaitu paling
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lambat 15 hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan atau
penjelasan dan dokumen secara lengkap oleh Direksi;
Dewan Komisaris telah melakukan penilaian Kinerja Direksi berdasarkan
capaian kontrak manajemen Direksi secara Kolegial, namun belum ada
telaahan capaian kinerja Direksi individual Tahun 2024 oleh Dewan
Komisaris maupun Komite Dewan Komisaris baik dalam surat tanggapan
ataupun dalam risalah rapat Intern dan rapat gabungan BOC-BOD;
Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan atas penerapan prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan rencana tindak lanjut atas area of
improvement (Aol) hasil asesmen GCG melalui Komite Audit, namun dari
22 (dua puluh dua) Aol yang direkomendasikan kepada Dewan Komisaris
dalam laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG pada KAI (Persero) Tahun
2022 Nomor PE.05.02/LHP-90/PW10/4.1/2023 tanggal 24 Maret 2023,
masih terdapat 8 (delapan) Aol yang dalam implementasinya di tahun 2024
masih belum terpenuhi atau menjadi Aol berulang;
Dewan Komisaris belum melakukan pembahasan atas hasil penilaian
capaian kinerja Dewan Komisaris dan capaian kinerja organ pendukung
Dewan Komisaris dalam rapat internal Dewan Komisaris atau oleh Komite
Nominasi dan Remunerasi.
Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang
efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, namun masih terdapat Komisaris yang belum memenuhi
prosentase minimal 75% kehadiran dalam rapat. Selain itu didalam risalah
rapat tidak mencantumkan alasan ketidakhadiran anggota Dewan
Komisaris dalam rapat dan tidak terdapat Surat Kuasa yang ditujukan
kepada Komisaris lainnya;
Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung
tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris telah
melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen, namun belum
melakukan pemantauan atas pemenuhan dokumen risalah atas setiap
rapat Dewan Komisaris maupun Komite Dewan Komisaris serta

pemenuhan laporan berkala Dewan Komisaris dan Komite Dewan
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Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris telah memfasillitasi kegiatan rapat

Dewan Komisaris serta mendokumentasikan hasil kegiatan rapat internal

Komisaris dan rapat gabungan Komisaris dan Direksi dalam risalah rapat,

namun atas risalah rapat belum terlihat adanya validasi oleh peserta rapat

atas isi dari risalah rapat di setiap halaman risalah, tidak mencantumkan
alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat dan Kuasa
penunjukan Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada anggota komisaris
lainnya;

k. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif dan telah
melaksanakan tugas dari Dewan Komisaris, namun:

1) Belum terdapat perubahan dan/atau telaahan atas Charter Komite
Audit sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-
02/MBU/03/2023 dan Per-03/MBU/03/2023 dan pembaharuan tugas
dan tanggung jawab Komite Audit sehubungan dengan telah
terbentuknya Komite Komisaris Lainnya;

2) Belum konsisten mendokumentasikan hasil pertemuan kedalam
Risalah Rapat sesuai dengan format Risalah Rapat sebagaimana
diatur dalam Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris minimal memuat
hasil-hasil analisis, telaahan dan evaluasi serta menyampaikan kepada
Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan sebagai arsip perusahaan;

3) Laporan Triwulanan dan Tahunan belum memuat perbandingan antara
realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta penugasan lain
yang ditugaskan olen Dewan Komisaris dengan menyertakan

rangkuman hasil pelaksanaan kegiatan dan rekomendasinya.
4. Direksi

a. Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan
perusahaan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan
tepat waktu, namun standar waktu pengambilan keputusan belum memuat
ketentuan/batasan waktu pengkomunikasian keputusan Direksi kepada
level di bawah Direksi.

b. Direksi telah menyusun RJPP 2025-2029, namun terdapat arahan dari
Pemegang Saham agar RJPP disesuaikan dengan RKAP 2025. Hingga
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saat asesmen berakhir perbaikan RJPP 2025-2029 belum selesai dan
disampaikan kembali sehingga RJPP belum disahkan oleh Pemegang
Saham/RUPS.
RKAP 2024 disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk
mendapatkan masukan atau tanggapan melalui Surat Direksi Nomor
KF.101/X/6/KA-2023 tanggal 25 Oktober 2023, namun penyampaian
tersebut tidak tepat waktu, melebihi ketentuan yaitu paling lambat tanggal
15 September tahun berjalan.
Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai
dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh
jabatan dalam perusahaan, namun masih terdapat jabatan kosong yang
masih dirangkap oleh pejabat lain (PYMT) yaitu EVP Internal Audit sejak
bulan November tahun 2024.
Direksi telah memiliki kebijakan merespon usulan peluang bisnis, namun
belum memuat mekanisme investasi pada Joint Venture dan mekanisme
merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi.
Penyampaian Rancangan Laporan Manajemen Triwulanan kepada Dewan
Komisaris tidak tepat waktu, melebihi ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/3/2023, yaitu selambat
lambatnya 7 hari setelah triwulanan yang bersangkutan.
Direksi belum menyusun dan menyampaikan usulan insentif kinerja untuk
Direksi kepada RUPS.
Direksi telah menyusun laporan pelaksanaan kinerja teknologi Informasi
termasuk pelaksanaan Information Technology Master (ITMP) dan
Information Technology Detail Plan (ITDP) dalam Laporan Manajemen
Triwulanan dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. Namun hasil
audit atas Teknologi Informasi belum disampaikan kepada Dewan
Komisaris.
Pedoman/Petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
PT Kereta Api Indonesia (Persero) terakhir ditetapkan dengan Peraturan
Direksi Nomor PER.U/KM.101/Il/1/KA-2024 tanggal 12 Februari 2024
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tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, namun belum memuat
secara ekplisit hak-hak dan kewajiban pemasok dan perusahaan.
Pelaksanaan program K3 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang
dalam Nota Dinas Internal PT KAI (Persero) Nomor 33/KC.207/XI11/KA/2024
tanggal 11 Desember 2024 perihal Monitoring Realisasi Program
Keselamatan TW IV Tahun 2024, namun masih terdapat hasil evaluasi
program keselamatan tahun 2024 yang belum ditindaklanjuti.
Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/XI/4/KA-2012 tentang Tata
Kelola Anak Perusahaan (Subsidiary Governance) di Lingkungan PT KAI
(Persero) belum dilengkapi dengan sistem penilaian kinerja Direksi anak
perusahaan (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris anak perusahaan
(kolegial).
Pengendalian internal pada tingkat operasional pada beberapa unit masih
belum memadai.
. Terjadi temuan berulang sesuai hasil internal audit pada unit yang sama
dengan pemeriksaan yang sama.
Terdapat permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak
lain yang belum diselesaikan, diantaranya pembongkaran paksa terhadap
aset di Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Tanah KAI di
Desa Bantarsari, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap, pengrusakan pagar di
Bangunan Jalan Dago Nomor 250, Bandung.
Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai metode penilaian untuk
mengukur kepuasan karyawan.
Direksi telah melampirkan Pakta Integritas dalam usulan tindakan Direksi
yang memerlukan tanggapan Dewan Komisaris dan persetujuan
Pemegang Saham, namun masih terdapat usulan yang tidak dilampiri
dengan Pakta Integritas, yaitu usulan persetujuan wakil perseroan menjadi
Direksi dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan.
Direksi menyelenggarakan fungsi kesekretariatan perusahaan, namun
Sekretaris Perusahaan :
1) Belum menyusun rencana rapat Direksi untuk selama satu tahun

dengan agenda yang terjadwal secara rutin;
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2) Belum memuat alasan ketidakhadiran Direksi dalam Risalah Rapat
Direksi, dan belum membubuhkan tanggal pada paraf Direktur pada
validasi risalah rapat;

3) Belum menindaklanjuti arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris
secara tuntas. Dari 91 saran/arahan, 59 saran (64.84%) sudah tuntas
ditindaklanjuti, sementara 32 saran (35,16%) masih dalam proses
tindak lanjut;

4) Belum menyelenggarakan, mempersiapkan materi  program
pengenalan Direksi yang memuat gambaran umum perusahaan,
kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab Direksi
dan Komisaris, serta mendokumentasikan program pengenalan
perusahaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat
yang berasal dari luar perusahaan;

5) Telah menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan,
namun hanya berupa tabel capaian KPI, tanpa disertai uraian
analisis/penjelasan atas program/kegiatan yang mendukung KPI,
uraian capaian KPI, dan hambatan/kendala yang dihadapi.

r. Direksi menyelenggarakan pengawasan intern. Posisi jabatan Kepala SPI
dijabat oleh PYMT Kepala SPI dari bulan November 2024 sampai dengan
asesmen berakhir pada bulan Mei 2025 dan belum ditetapkan secara
definitif oleh Direktur Utama. Selain itu, Satuan Pengawas Intern :

1) Masih kekurangan tenaga auditor sebanyak 15 orang. Berdasarkan
analisis beban kerja, dari total kebutuhan pegawai sebanyak 71 orang,
baru memiliki 56 orang pegawai;

2) Pemantauan tindak lanjut atas hasil audit BPK belum tuntas, baru
ditindaklanjuti sebesar 63%;

3) Belum melaksanakan penilaian internal secara berkala atas program
jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara

keseluruhan.

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
a. Pedoman Pelayanan Informasi Publik Perusahaan belum disesuaikan

dengan Peraturan Komisi Informasi Rl Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 25
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Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024
Laporan Nomor PE.O5.03/LHP:ﬂ.:gg/l;’g\lllz.o‘ﬁh]i/gggg
Juni 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

b. Terdapat keterlambatan penyampaian laporan/informasi yang menjadi
kewajiban perusahaan kepada lembaga regulator, yaitu laporan keuangan
audited 2023 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada
bulan Juni 2024 melebihi 90 hari setelah akhir tahun buku, dan laporan
tahunan audited 2023 disampaikan kepada Pemegang Saham pada bulan
Juni 2024 melebihi 5 bulan setelah akhir tahun buku;

c. Laporan Tahunan (Annual Report) belum memuat nama yang menduduki
jabatan dalam struktur organisasi, pelatihan karyawan yang akan dilakukan
tahun 2024, berapa periode audit akuntan publik telah mengaudit laporan
keuangan perusahaan, dan dampak dari informasi dan fakta material yang
terjadi setelah tanggal laporan akuntan terhadap kinerja dan risiko usaha
di masa mendatang;

d. Perusahaan tidak mengikuti ajang Annual Report Award.

6. Aspek Lainnya

Sepanjang informasi yang kami peroleh, tidak ditemukan adanya praktik
perusahaan yang menyimpang dari prinsip GCG selama tahun 2024, sehingga

tidak ada pengurangan nilai skor.

Selain hal-hal di atas, kami melakukan analisis terbatas terkait tingkat
kesehatan perusahaan, capaian KPI perusahaan, kualitas pengelolaan aset
dan investasi, kualitas governance kinerja, dan kualitas pergantian organ

Direksi dan Dewan Komisaris.

B. REKOMENDASI
Terhadap kelemahan pelaksanaan GCG sebagaimana diuraikan dalam butir A di
atas dan dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik terbaik
penerapan GCG, kami merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi

prioritas Organ Utama perusahaan dalam menindaklanjutinya, sebagai berikut:
1. Pemegang Saham/RUPS

a. Memberikan persetujuan usulan aksi korporasi Direksi secara tepat waktu

yaitu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk
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Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024

Laporan Nomor PE.05.03/LHP-187/PW10/4.1/2025

Tanggal 2 Juni 2025

pelepasan aset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara

lengkap;

Menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris;

Mendokumentasikan pembahasan dan upaya-upaya menindaklanjuti Aol

yang dihasilkan dari asesmen GCG tahun sebelumnya.

2. Dewan Komisaris

a.

Memberikan persetujuan terhadap usulan tindakan Direksi secara
konsisten dalam jangka waktu berkisar 7 hari sampai dengan 14 hari sejak
diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap
dari Direksi;

Mencantumkan simpulan mengenai ada keselarasan/ketidakselarasan
RKAP dengan RJPP dalam tanggapan RKAP kepada Pemegang Saham,;
Menginstruksikan manajemen untuk melengkapi Draft Board Manual yang
telah disusun dengan lingkup/kriteria  lingkungan bisnis dan
permasalahannya yang diperkirakan akan berdampak pada usaha
perusahaan dan kinerja perusahaan;

Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan
pengadaan barang dan jasa dan kebijakan standar mutu dan pelayanan;
Melengkapi usulan auditor eksternal kepada RUPS dengan mencantumkan
besarnya honorarium untuk auditor eksternal dan mencantumkan anggaran
biaya audit eksternal (KAP) dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan
Komisaris;

Mendokumentasikan pemberian pendapat tertulis mengenai proses
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dalam
bentuk surat permintaan penjelasan/kelengkapan tambahan, sehingga
terpantau prosesnya tidak melebihi jangka waktu 15 (lima belas) hari
kalender sejak diterima secara lengkap dari Direksi;

Melakukan telaah atas penilaian kinerja Direksi individu berdasarkan
kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak
Manajemen Direksi secara individual dan melaporkannya kepada

Pemegang Saham;
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Mengikutsertakan peran Komite Komisaris dalam melakukan telaah serta

memantau tindak lanjut area of improvement (Aol) hasil asesmen GCG

yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan mendokumentasikannya;

Melaksanakan telaahan/pembahasan atas hasil capaian kinerja Dewan

Komisaris dan organ pendukung Dewan  Komisaris dan

mendokumentasikannya baik dalam risalah rapat Intern BOC maupun

dalam laporan berkala;

Meningkatkan kehadiran dan keaktifan masing-masing individu Dewan

Komisaris dalam rapat internal Komisaris maupun rapat gabungan

Komisaris dan Direksi hingga memenuhi prosentase minimal 75%

kehadiran dalam rapat serta melengkapi dengan surat kuasa kepada

anggota Dewan Komisaris lainnya atas ketidakhadiran dalam rapat serta
penjelasan alasan ketidakhadiran dalam rapat;

Menginstruksikan Sekretaris Dewan Komisaris untuk:

1) Mencantumkan penjelasan atas ketidakhadiran Dewan Komisaris
dalam Risalah Rapat dan memastikan validasi oleh peserta rapat atas
isi dari risalah rapat di setiap halaman risalah;

2) Memantau pemenuhan dokumen risalah atas setiap rapat Dewan
Komisaris maupun Komite Dewan Komisaris serta pemenuhan
laporan berkala Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;

3) Memantau tindak lanjut rekomendasi kepada Direksi dan Anggota
Komite Dewan Komisaris, serta mendokumentasikan atas proses
tindak lanjut baik dengan memilah berdasarkan status tuntas, dalam
proses dan belum ditindaklanjuti.

Menginstruksikan Komite Dewan Komisaris untuk:

1) Mendokumentasikan seluruh hasil pertemuan ke dalam Risalah Rapat
sesuai dengan format Risalah Rapat sebagaimana diatur dalam Tata
Tertib Rapat Dewan Komisaris minimal memuat hasil-hasil analisis,
telaahan dan evaluasi serta menyampaikan kepada Sekretaris Dewan
Komisaris untuk disimpan sebagai arsip perusahaan;

2) Melengkapi Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan dengan

memuat perbandingan antara realisasi kegiatan dengan program
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kerja tahunan serta penugasan lain yang ditugaskan oleh Dewan
Komisaris dengan menyertakan rangkuman hasil pelaksanaan

kegiatan dan rekomendasinya.
3. Direksi

a. Penyempurnaan terkait Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan :

Direksi menginstruksikan Vice President Quality Assurance and Good

Corporate Governance melalui Executive Vice President Corporate

Secretary dan unit terkait lainnya agar mengupayakan penyelesaian

menyeluruh tindak lanjut atas area of improvement (Aol) hasil asesmen

GCG.

b. Penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang

Baik, sebagai berikut :

1) Melakukan update Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT/104/1X/1/KA-
2015 tentang Standar waktu pengambilan keputusan oleh Direksi
dalam perbuatan-perbuatan Direksi yang membutuhkan persetujuan
tertulis dari Dewan Komisaris atau tanggapan tertulis dari Dewan
Komisaris dan Persetujuan dari RUPS dengan menambahkan
ketentuan/batasan waktu pengkomunikasian keputusan Direksi
kepada level di bawah Direksi;

2) Menyelesaikan perbaikan RJPP 2025-2029, kemudian meminta
tanggapan kepada Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang
Saham/RUPS;

3) Menyampaikan Rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris sebelum
penyampaian kepada Pemegang Saham paling lambat tanggal 15
September tahun berjalan;

4) Menetapkan pejabat definitif EVP Internal Audit dan pada jabatan
lainnya yang dirangkap (PYMT);

5) Melakukan update Keputusan Direksi Nomor
Kep.U/KU.401/XI/28/KA-2013 tanggal 29 November 2013 tentang
Kebijakan Prosedur Pengelolaan Investasi serta Pengeluaran yang

Dikapitalisasi (Bersifat Modal) di Lingkungan PT KAI (Persero) dengan
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6)

7

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

A B G P poran Nomor PE.05,031LP-167/PW10/4.1/2075
Tanggal 2 Juni 2025

menambahkan muatan mengenai mekanisme investasi pada Joint
Venture dan menetapkan mekanisme Direksi untuk merespon usulan
peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi;
Menyampaikan seluruh Laporan Manajemen Triwulanan kepada
Dewan Komisaris selambat lambatnya 7 hari setelah triwulanan yang
bersangkutan;
Menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang
usulan insentif kinerja untuk Direksi;
Menyampaikan Laporan hasil audit atas Teknologi Informasi kepada
Dewan Komisaris;
Melengkapi Peraturan Direksi Nomor Nomor PER.U/KM.101/1I/1/KA-
2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang
dan Jasa dengan muatan hak-hak dan kewajiban pemasok dan
perusahaan;
Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan program Ks3;
Melakukan update Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/XI/4/KA-
2012 tentang Tata Kelola Anak Perusahaan (Subsidiary Governance)
di Lingkungan PT KAI (Persero) dengan melengkapi sistem penilaian
kinerja Direksi anak perusahaan (kolegial dan individu) dan Dewan
Komisaris anak perusahaan (kolegial);
Meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada masing-masing
unit perusahaan, sehingga diperoleh pengendalian intern yang
memadai dan tidak terjadi temuan berulang pada unit yang sama
untuk pemeriksaan yang sama,
Mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan
transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan;
Menetapkan kebijakan khusus mengenai metode penilaian untuk
mengukur kepuasan karyawan;
Melampirkan Pakta Integritas dalam semua usulan tindakan Direksi
yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham, termasuk usulan persetujuan wakil perseroan menjadi Direksi

dan/atau Dewan Komisaris anak perusahaan;
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Laporan Nomor PE.O5.03/LHP:ﬁ.:;g/l;’g\lllz.o\ﬁh]i/gggg

16) Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan agar :

a) Menyusun rencana rapat Direksi dalam satu tahun yang memiliki
agenda yang terjadwal rutin;

b) Menyempurnakan Risalah Rapat Direksi dengan memuat
mengenai alasan ketidakhadiran Direksi, dan membubuhkan
tanggal pada paraf Direktur dalam proses validasi risalah rapat;

c) Mengupayakan penyelesaian tindak lanjut atas arahan/saran
Dewan Komisaris;

d) Menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan
bagi Direksi dan Komisaris yang baru diangkat dan yang berasal
dari luar perusahaan minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip
GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan,
tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris, serta
mendokumentasikan program pengenalan tersebut;

e) Menyempurnakan muatan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris
Perusahaan dengan  menambahkan uraian  mengenai
analisis/penjelasan atas program/kegiatan yang mendukung KPI,
uraian capaian KPI, dan hambatan/kendala yang dihadapi.

17) Menginstruksikan Unit SDM agar segera melakukan rekrutmen
auditor sesuai jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan;

18) Menginstruksikan Kepala SPI agar:

a) Mengupayakan penyelesaian menyeluruh tindak lanjut atas
rekomendasi temuan hasil audit BPK;

b) Melaksanakan penilaian internal atas program jaminan kualitas
dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan.

c. Menyempurnakan Pengungkapan Informasi dan Transparansi dengan:

1) Melakukan revisi Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/VI/1/KA-
2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
Publik disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1
Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;
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2) Menyampaikan laporan/informasi yang menjadi kewajiban
Perusahaan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
maksimal 90 hari setelah akhir tahun buku dan kepada Pemegang
Saham maksimal 5 bulan setelah akhir tahun buku;
3) Melengkapi muatan Annual Report sebagai berikut:
a) Menambahkan dalam bagan struktur organisasi dengan
mencantumkan nama personil yang menduduki jabatan tersebut;
b) Memuat Pelatihan Karyawan yang akan dilakukan tahun
berikutnya;
c) Menambahkan informasi mengenai berapa periode audit akuntan
publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan;
d) Memuat dampak dari informasi dan fakta material yang terjadi
setelah tanggal laporan akuntan terhadap kinerja dan risiko usaha
di masa mendatang.
4)  Mengikuti Annual Report Award (ARA).

Uraian selengkapnya hasil asesmen berikut rekomendasinya disajikan dalam Bab II.
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BAB I

Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024
Laporan Nomor PE.05.03/LHP-187/PW10/4.1/2025
Tanggal 2 Juni 2025

Hacil Asesmen

A.DATA UMUM

1. DASAR PENUGASAN
Dasar penugasan asesmen penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia

(Persero) adalah:

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023

tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha

Milik Negara,;

. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023

tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 5 Tahun 2020

tanggal 24 Agustus 2020 tentang Pedoman Asesmen Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;

Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor PE.04.02/S-
1581/D4/01/2024 tanggal 3 Desember 2024 hal Pelaksanaan Asesmen Good

Corporate Governance 2023;

. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KC.202/1/3/KA-

2025 tanggal 14 Januari 2025 hal Permohonan Asesmen Good Corporate
Governance (GCG) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024;

. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor PE.05.01/S-
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329/PW10/4.1/2025 tanggal 10 April 2025 hal Asesmen Penerapan GCG PT
Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024;

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor

PE.05.01/ST-330/PW10/4.1/2025 tanggal 10 April 2025.

2. TUJUAN ASESMEN

Tujuan Asesmen GCG adalah untuk :

a.

Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui penilaian tingkat
pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada PT
Kereta Api Indonesia (Persero), dengan pemberian skor/nilai atas penerapan
GCG dan kategori kualitas penerapannya;

. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta

mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (gap) antara

kriteria GCG dan penerapan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero);

. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

dan memberikan masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan

corporate governance perusahaan.

3. RUANG LINGKUP DAN PERIODE ASESMEN

a.

Ruang Lingkup Asesmen GCG

Ruang lingkup pelaksanaan asesmen atas penerapan GCG pada PT Kereta Api

Indonesia (Persero) meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG

yang terbagi dalam enam aspek pengujian, yaitu:

1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara
Berkelanjutan;

2) Pemegang Saham dan RUPS;

3) Dewan Komisaris;

4) Direksi;

5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi;

6) Aspek Lainnya.

. Periode Asesmen GCG

Periode penerapan GCG yang dinilai adalah tahun 2024 (1 Januari 2024 sampai

dengan 31 Desember 2024) serta periode sebelum maupun sesudahnya
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sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau

penilaian.

4. METODOLOGI ASESMEN

Metodologi yang digunakan dalam asesmen penerapan GCG pada PT Kereta

Api Indonesia (Persero) adalah:

a. Pengumpulan Data

1)

2)

Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap dokumen PT Kereta Api Indonesia
(Persero) terkait struktur dan proses governance perusahaan, antara lain:
Anggaran Dasar, Code of Corporate Governance, Code of Conduct, Board
Manual, Kebijakan Perusahaan, Kebijakan Manajemen, Risalah RUPS,
Risalah Rapat Komisaris dan Direksi, Laporan Manajemen Triwulanan,
Laporan Keuangan Tahunan, Annual Report, dokumen SPI, dan dokumen
terkait lainnya.

Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh gambaran persepsi
responden atas implementasi peraturan/sistem/kebijakan/SOP sebagai
bentuk penerapan GCG. Rancangan kuesioner disusun oleh Tim BPKP
(assessor), sedangkan pemilihan responden dilakukan oleh pihak
PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan kriteria yang diberikan oleh Tim
BPKP (assessor).

Jumlah pendistribusian dan pengisian kuesioner sebagai berikut:

No Responden Jumlah Kembali | Respon Rate
Kuesioner

1 | Pemegang Saham 1 1 100 %
2 | Dewan Komisaris 8 8 100 %
3 | Direksi 9 9 100 %
4 | Komite Komisaris 8 8 100 %
5 | Manajemen Kunci 43 43 100 %
6 | Karyawan 331 331 100 %
Jumlah 400 400 100 %
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3)

4)
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Wawancara
Wawancara dilakukan sebagai pendalaman lebih lanjut terhadap informasi
yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen atau kuesioner.
Pelaksanaan wawancara dilakukan kepada Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksi dan beberapa manajer kunci/senior (EVP/VP) PT Kereta
Api Indonesia (Persero).
Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati implementasi dari
peraturan/sistem/kebijakan/SOP yang digunakan dengan mengoptimalkan

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

b. Analisis/Pengolahan Data

1)

2)

Tabulasi Data

Hasil reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dianalisis untuk
mendapatkan capaian penerapan GCG per parameter, per indikator, dan per
aspek pengujian serta skor hasil asesmen.

Presentasi Hasil Sementara

Hasil reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dirangkum dan
disimpulkan untuk mendapatkan tingkat pemenuhan setiap indikator dan
faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya dalam penilaian praktik penerapan
GCG.

Hasil sementara penilaian praktik penerapan GCG dipaparkan kepada Tim
Counterpart perusahaan untuk mendapatkan konfirmasi.

Selanjutnya, hasil sementara tersebut dipaparkan di hadapan Pemegang
Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Manajer Kunci PT Kereta Api
Indonesia (Persero).

Tingkatan capaian aktual atas penerapan GCG dikategorikan ke dalam lima
kelompok predikat, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik dan

Tidak Baik dengan penjelasan sebagai berikut:
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_ Rentang Klasifikasi Kualitas _
Tingkat Predikat
Penerapan GCG

75 < Skor =85 Baik
3 60 < Skor = 75 Cukup Baik
50 < Skor =60 Kurang Baik

Penetapan Klasifikasi kualitas penerapan GCG tersebut harus

memperhatikan batasan sebagai berikut:

a) Kilasifikasi “Sangat Baik” diberikan jika pencapaian nilai akhir aspek
penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 75 atau minimal “Baik”. Jika nilai
akhir penilaian GCG mencapai di atas 85, namun masih terdapat
pencapaian nilai akhir aspek penilaian GCG sama dengan atau di bawah
nilai 75, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah “Baik”;

b) Klasifikasi “Baik” diberikan jika pencapaian nilai akhir aspek penerapan
GCG selanjutnya di atas nilai 60 atau minimal “Cukup Baik”. Jika nilai
akhir penilaian GCG mencapai di atas nilai 75, namun masih terdapat
pencapaian nilai akhir aspek penilaian GCG sama atau di bawah nilai 60,
maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah “Cukup Baik”.

c. Pelaporan
Tahap akhir dari kegiatan asesmen implementasi GCG adalah penyusunan

laporan hasil asesmen penerapan GCG di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

. BATASAN TANGGUNG JAWAB
Kebenaran atas data terkait penerapan GCG adalah tanggung jawab perusahaan,

sedangkan tanggung jawab Tim BPKP adalah pada simpulan hasil asesmen

berdasarkan metodologi penilaian yang telah ditetapkan, dengan batasan sebagai
berikut:
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a. Hasil asesmen didasarkan pada data, informasi dan fakta yang disampaikan
kepada Tim BPKP oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. Laporan Hasil Asesmen bersifat informatif dan penggunaan serta tindak lanjut
atas hasil asesmen merupakan kewenangan PT Kereta Api Indonesia (Persero)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Asesmen merupakan kewenangan dari PT
Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. Tidak melakukan penilaian atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh
instansi di luar perusahaan, kecuali dalam kaitan untuk melihat dampaknya
terhadap penerapan GCG pada Perusahaan;

e. Tidak melakukan penilaian atas beban kerja (work load) masing-masing organ
perusahaan yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan alokasi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab pada PT Kereta Api Indonesia (Persero);

f. Tidak melakukan penilaian terhadap dampak penerapan GCG pada kinerja
Perusahaan;

g. Penilaian dilakukan sebatas aspek governance, oleh karenanya asesmen tidak
mencakup identifikasi atas kemungkinan adanya fraud (kecurangan) yang terkait

pada aspek keuangan.

6. DATA UMUM PERUSAHAAN
a. Profil Perusahaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api
di Indonesia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulanya merupakan bagian dari gabungan
Perusahaan Asing Milik Belanda yang bergerak di sektor perkeretaapian,
didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1864 di wilayah Jawa dan
Sumatera. Pada tahun 1963 secara resmi didirikan/dibentuk Perusahaan Negara
yang bergerak di sektor perkeretaapian berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 1963, yaitu dari 12 Perusahaan Asing Kereta Api Milik Belanda
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yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah
Nomor 40 dan Nomor 41 Tahun 1959).
Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan bentuk usaha hingga pada
tanggal 1 Juni 1999 melalui Akta Notaris Nomor 2 dari Notaris Imas Fatimah,
S.H., Notaris di Jakarta, yang disempurnakan dengan Akta Notaris Nomor 14
tanggal 13 September 1999 dari notaris yang sama. Akta-akta tersebut telah
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan Nomor C-17171 HT.01.01.TH.99 tanggal 1 Oktober 1999 dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tambahan
Nomor 240/2000 tanggal 14 Januari 2000.
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Akta
Perubahan tahun 2021 berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dicatat dalam Akta Nomor 278
tanggal 31 Desember 2021 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H.,
notaris di Bandung tentang peningkatan modal dasar perusahaan. Akta
perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-01.03-0494898 tanggal 31
Desember 2021, dengan modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar
Rp19.168.743.000.000,00 dari modal dasar Rp40.000.000.000.000,00.
Perubahan Anggaran Dasar tahun 2023 telah dimuat dalam Akta tanggal 11-01-
2023 (sebelas Januari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 122, dibuat di hadapan
NINING PUSPITANINGTYAS, Sarjana Hukum, Specialist 1, Magister Hukum
Notaris berkedudukan di Kota Bandung, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
RI tanggal 17-01-2023 Nomor AHU-AH.01.03.0008225.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkantor pusat di Jalan Perintis
Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, dan mempunyai 6 (enam) anak perusahaan

dan 3 (tiga) entitas asosiasi yaitu:
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Anak Perusahaan

PT Reska Multi Usaha
(RMU)
PT Railink (Railink)

PT Kereta Commuter
Indonesia (KCI)
PT KA Logistik (KALOG)

PT KA Properti
Manajemen (KAPM)

PT KA Pariwisata
(KAWIS)
Entitas Asosiasi

PT Pilar Sinergi BUMN

Indonesia

PT Moda Integrasi
Transportasi
Jabodetabek

PT BPRS Baiturridha

Pusaka

Bidang Usaha

Restoran Kereta
Api

Transportasi
Kereta Api
Bandara
Transportasi
Kereta Commuter
Distribusi Logistik
Berbasis Kereta
Api

Pengelolaan Aset
Properti
Perkeretaapian
Pariwisata Kereta
Api

Aktivitas Utama

Pengangkutan
darat,
perdagangan,
jasa,industri,
pembangunan
Pengangkutan
darat terintegrasi
Jakarta-Bogor-
Depok Tangerang-
Bekasi
Pembiayaan dan

Jasa Perbankan

Certified Company
ISO 9001:2015
Nomor. 16 00 L 13192

Asesmen Good Corporate Governance BUMN

Kepemilikan
Saham
99,74%

60,00%
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99,63%
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20,00%
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Jakarta
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b. Visi dan Misi Perusahaan

Rumusan visi dan misi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai berikut:

Visi Perusahaan
Menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup

masyarakat

Sejalan dengan visi tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah

merumuskan misi perusahaan sebagai berikut:

Misi Perusahaan

1) Menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan
waktu dan kenyamanan.

2) Mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan
mengedepankan ESG.

3) Berperan aktif dalam pengembangan transportasi antar moda
berkelanjutan bersama pemangku kepentingan.

c. Kegiatan Pokok Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan

adalah melakukan usaha di bidang transportasi, serta optimalisasi pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa

yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar

keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-

prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1)

2)

Penyelenggaraaan prasarana perkeretaapian yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian;
Penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang meliputi pengadaan,

pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana perkeretaapian;
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4)
5)
6)
7
8)
9)
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Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan
sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;
Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap);
Aktivitas konsultasi transportasi;
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
Kegiatan penunjang pendidikan;
Penanganan kargo (bongkar muat barang);

Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat;

10) Angkutan multimoda;

11) Aktivitas agen perjalanan lainnya;

12) Pendidikan lainnya swasta;

13) Pendidikan kesehatan swasta,

14) Pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian;

15) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;

16) Usaha jasa pertambangan;

17) Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;

18) Kerjasama peningkatan akses stasiun KA yang bersinggungan dengan pihak

lain untuk dikembangkan dengan konsep terhubung dalam rangka
meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dan mendukung peningkatan

pelayanan penumpang.

Selain kegiatan utama tersebut di atas, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat

melakukan kegiatan usaha dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Pergudangan dan penyimpanan;

Aktivitas cold storage;

Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat;
Pergudangan dan penyimpanan lainnya;

Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;

Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau;
Angkutan melalui saluran pipa;

Konstruksi sentral telekomunikasi;

Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya;
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10) Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri;
11) Aktivitas pengolahan data;
12) Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
13) Konstruksi Gedung Hunian;
14) Konstruksi Gedung Perkantoran;
15) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
16) Konstruksi Gedung Penginapan;
17) Instalasi Mekanikal,
18) Instalasi konstruksi lannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain;
19) Periklanan;
20) Aktivitas Klinik Swasta;
21) Aktivitas Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain
dokter dan dokter gigi;
22) Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik;
23) Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
24) Konstruksi gedung kesehatan;
25) Penyiapan lahan;
26) Museum yang dikelola swasta;
27) Aktivitas biro perjalanan swasta;
28) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain dalam rangka

mengembangkan proses bisnis perseroan.

Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha
pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kereta api, usaha
pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian, serta usaha penyewaan
sarana/prasaranalfasilitas yang meliputi sewa kios/gudang/ruang stasiun dan
terminal peti kemas.
Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki Daerah Operasi,
Divisi Regional, Balai Yasa dan Divisi Khusus sebagai berikut:
1) Daerah Operasi (Daop), terdiri dari :

a) Daop 1, berkedudukan di Jakarta;

b) Daop 2, berkedudukan di Bandung;

c) Daop 3, berkedudukan di Cirebon;
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d) Daop 4, berkedudukan di Semarang;
e) Daop 5, berkedudukan di Purwokerto;
f) Daop 6, Berkedudukan di Yogyakarta;
g) Daop 7, berkedudukan di Madiun;
h) Daop 8, berkedudukan di Surabaya,;
i) Daop 9, berkedudukan di Jember.
2) Divisi Regional (Divre)
a) Divre |, berkedudukan di Medan;
b) Divre Il, berkedudukan di Padang;
c) Divre lll, berkedudukan di Palembang;
d) Divre IV, berkedudukan di Tanjung Karang.
3) Balai Yasa
a) Balai Yasa Manggarai, berkedudukan di Jakarta;
b) Balai Yasa Tegal, berkedudukan di Tegal;
c) Balai Yasa Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta;
d) Balai Yasa Gubeng, berkedudukan di Surabaya;
e) Balai Yasa Lahat, berkedudukan di Lahat;
f) Balai Yasa Pulobrayan, berkedudukan di Medan.
4) Divisi Bertujuan Khusus, Light Rail Transit Jabodebek, berkedudukan di
Jakarta.

. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
SK-64/MBU/03/2021 tanggal 03 Maret 2021, Nomor SK-417/MBU/12/2021
tanggal 29 Desember 2021, Nomor SK-173/MBU/8/2022 tanggal 15 Agustus
2022, Nomor SK-174/MBU/8/2021 tanggal 15 Agustus 2022, dan SK-
207/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, susunan anggota Dewan

Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
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1 | Komisaris Utama merangkap |:| Said Aqil Siroj
Komisaris Independen
2 | Komisaris Independen | Riza Primadi *)
3 | Komisaris Independen : | Rochadi
4 | Komisaris : | Diah Natalisa
5 | Komisaris .| Chairul Anwar
6 | Komisaris Independen | Endang Tirtana
7 Komisaris Independen . | Johan Bakti Porsea Sirait
8 | Komisaris .| Sri Paduka Mangkoenagoro X
9 | Komisaris | Mohamad Risal Wasal

*) berakhir masa jabatannya dan diberhentikan sesuai dengan SK Menteri BUMN Nomor
SK-61/MBU/03/2024 tanggal 5 Maret 2024

Dalam rangka penyelenggaraan GCG, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN
Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Pasal 123 ayat (1), Dewan Komisaris
telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite

Nominasi dan Renumerasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Nomor 06/CH/Dewan Komisaris/lll/2024 tanggal 20 Maret 2024
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit, susunan
Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua (Komisaris Independen) . | Rochadi

Anggota (Komisaris Independen) : | Endang Tirtana

Anggota (Komisaris Independen) : | Johan Bakti Porsea Sirait
Anggota : | Ernesto

Anggota : | Amalia Setyanti Lestari
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Komite Pemantau Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/CH/Dewan
Komisaris/lll/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko, susunan Komite

Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua (Komisaris) . | Chairul Anwar

Anggota (Komisaris) : | Mohammad Risal Wasal
Anggota (Komisaris) . | Elen Setiadi

Anggota . | Miranti Gani

Anggota . | Handy Purnama

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 10/CH/Dewan
Komisaris/VI1/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah

sebagai berikut:

Ketua (Komisaris Utama . | Said Aqil Siroj

merangkap Komisaris Independen)

Anggota (Komisaris) : | Diah Natalisa

Anggota (Komisaris) . | Sri Paduka Mangkoenagoro X
Anggota : | Corina D. Riantoputra
Anggota . | Satia Indrarini

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/CH/Dewan
Komisaris/I1/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Pengangkatan Anggota
Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang diperbaharui dengan Keputusan Dewan
Komisaris Nomor 01/CH/Dewan Komisaris/I/2025 tanggal 10 Januari 2025
tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, susunan

Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:
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Ketua : | Komisaris Utama PT KAI (Persero)
Anggota : | 1. Ketua Komite Audit PT KAI (Persero)
2. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko PT KAI
(Persero)

11 3. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT KAl

(Persero)
. Komisaris Utama PT Kereta Commuter Indonesia

. Komisaris Utama PT Kereta Api Pariwisata

4
5
6. Komisaris Utama PT Kereta Api Properti Manajemen
7. Komisaris Utama PT Kereta Api Logistik

8. Komisaris Utama PT Reska Multi Usa

9. Komisaris Utama PT Railink

10. Komisaris Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesi

Direksi

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia
(Persero) dengan Akta Notaris Nining Puspita Nomor Surat Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021,
SK-151/MBU/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31
Maret 2022, SK-240/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, SK-
322/MBU/11/2023, dan SK-62/MBU/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Kereta Api
Indonesia (Persero), susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1 | Direktur Utama . | Didiek Hartantyo SK-28/MBU/01/2021
tanggal 25 Januari 2021

2 | Direktur Niaga : | Hadis Surya SK-89/MBU/03/2022
Palapa tanggal 31 Maret 2022

3 | Direktur Operasi : | Awan Hermawan | SK-89/MBU/03/2022
Purwadinata tanggal 31 Maret 2022

4 | Direktur Pengelolaal : | Heru Kuswanto SK-89/MBU/03/2022
Prasarana tanggal 31 Maret 2022
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5 | Direktur : | John Robertho SK-240/MBU/10/2022
Perencanaan tanggal 26 Oktober 2022
Strategis &

Pengembangan
KAI

6 | Direktur : | Dadan SK-62/MBU/03/2024
Keselamatan & Rudiansyah tanggal 5 Maret 2024
Keamanan

7 | Direktur SDM & : | Rosma SK-62/MBU/03/2024
Umum Handayani tanggal 5 Maret 2024

8 | Direktur : | Rudi As Aturridha | SK-322/MBU/11/2023
Pengembangan tanggal 28 November 2023
Usaha dan

Kelembagaan

9 | Direktur Keuangan | : | Salursa Wijaya SK-151/MBU/05/2021
dan Manajemen tanggal 19 Mei 2021
Risiko

e. Data Keuangan

Kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam 3 (tiga) tahun
terakhir secara umum mengalami kenaikan aktiva yang terlihat dari Total Aktiva
sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 meningkat.

Rincian lebih lanjut dari kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada lampiran IV.
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B. URAIAN HASIL ASESMEN

Kami telah melakukan asesmen penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Tahun 2024 yang mencakup enam aspek pengujian. Penerapan perangkat
GCG adalah tanggung jawab manajemen perusahaan, sedangkan tanggung jawab

kami terletak pada hasil penilaian atas penerapan tersebut.

Asesmen terhadap penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur asesmen sesuai indikator/ parameter
penilaian (score card) dengan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata
Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan berpedoman pada Peraturan
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman
Asesmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik
Negara dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 Asesmen GCG BUMN
Tahun 2020.

Aspek yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dan 153 parameter. Adapun aspek
penerapan GCG yang dinilai mencakup:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara
Berkelanjutan.

Pemegang Saham dan RUPS.

Dewan Komisaris.

Direksi.

Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan

o g b~ W N

Aspek Lainnya.

Dari hasil asesmen, penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
mencapai skor 93,590 dengan predikat Sangat Baik.

Capaian skor tersebut merupakan gabungan dari capaian skor aktual 6 (enam) aspek

governance yang dinilai, yaitu :
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| | Komitmen terhadap ‘ 7] 6,962 99,457 | Sangat Baik

Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik
secara Berkelanjutan
Il | Pemegang Saham dan 9 8,618 95,754 | Sangat Baik
RUPS
Il | Dewan Komisaris 35| 32,846 93,837 | Sangat Baik
IV | Direksi 35| 32,823 93,779 | Sangat Baik
V | Pengungkapan Informasi dan 9 7,342 81,577 Baik
Transparansi
VI | Aspek Lainnya 5 5,000

Rincian skor per aspek dan indikator masing-masing disajikan pada Lampiran | dan
Lampiran II.

Dibandingkan dengan praktik terbaik penerapan GCG, kondisi penerapan GCG pada
PT Kereta Api Indonesia (Persero) belum sepenuhnya mencapai best practices
penerapan GCG sehingga masih memerlukan upaya-upaya perbaikan.

Dari enam aspek pengujian terhadap penerapan GCG PT Kereta Api Indonesia
(Persero), persentase capaian tertinggi ada pada aspek Komitmen terhadap
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan sebesar 99,457%
dan capaian terendah pada aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi sebesar
81,577%.

Uraian atas hasil asesmen penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

adalah sebagai berikut:

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Secara Berkelanjutan

Aspek governance terkait dengan Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan dinilai berdasarkan 6 (enam) indikator,
yaitu:

a. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code)

dan pedoman perilaku (code of conduct);
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b. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan
Pedoman Perilaku secara konsisten;
c. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik;
d. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
e. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan
yang berlaku;
f. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan
penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (Whistleblowing System).
Penilaian penerapan atas keenam indikator dengan 15 parameter yang diuji
kesesuaian penerapannya tersebut menghasilkan skor 6,962 dari skor maksimum
7 atau 99,457% atau masuk dalam kategori Sangat Baik.
Tingkat pemenuhan masing-masing indikator secara keseluruhan telah mencapai

tingkat pemenuhan yang sangat baik dengan uraian sebagai berikut:

a. Perusahaan Memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG

Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

1) Perusahaan Memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG
Code) yang Ditinjau dan Dimutakhirkan Secara Berkala
PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi
Nomor PER.U/KC.202/XII/1/KA-2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berdasarkan hasil peninjauan
Tim Legal PT KAI (Persero) atas peraturan Direksi dan peraturan lainnya
yang terdampak oleh implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi
Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang tertuang dalam Risalah Rapat
Nomor NR/30/KG.104/VIII/KA/2023 tanggal 23 Agustus 2023, Pedoman

GCG belum perlu dilakukan pemutakhiran karena masih relevan.
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2) Perusahaan Memiliki Pedoman Perilaku yang Ditinjau dan Dimutakhirkan
Secara Berkala
PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi
Nomor PER.U/KC.202/11/1/KA-2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang
Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Berdasarkan peninjauan Tim Legal
PT KAI (Persero) tanggal 23 Agustus 2024 atas peraturan Direksi dan
peraturan lainnya yang terdampak oleh implementasi PER-2/MBU/03/2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan
Usaha Milik Negara yang tertuang dalam Risalah Rapat Nomor
NR/30/KG.104/VIII/IKA/2023 tanggal 23 Agustus 2023, Pedoman Perilaku

belum perlu dilakukan pemutakhiran karena masih relevan.

b. Perusahaan Melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik

dan Pedoman Perilaku Secara Konsisten

1) Direksi Menunjuk Seorang Anggota Direksi sebagai Penanggung Jawab
dalam Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menunjuk Direktur Utama
sebagai Penanggung Jawab penerapan dan pemantauan GCG yang
ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.104/X/2/KA-2013
tanggal 2 Oktober 2013. Dalam pelaksanaannya, ditetapkan EVP Corporate
Secretary (ES) sebagai penanggung jawab penerapan dan pemantauan
GCG dalam Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.104/X/9/KA-2013 tanggal
18 Oktober 2013 dan telah melaporkan pelaksanaan tersebut dalam Laporan
Kinerja Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Tahun 2024
tanggal 7 Januari 2025 dan Laporan Self Asesmen Penerapan GCG Tahun
2023 tanggal 27 Mei 2024. Laporan telah disampaikan kepada Dewan
Komisaris dan Pemegang Saham.

2) Perusahaan Menciptakan Situasi Kondusif untuk Melaksanakan Pedoman
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku
Dalam melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Code of

Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct),
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PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menciptakan situasi kondusif untuk

melaksanakan pedoman tersebut dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

a)

b)

d)

Kebijakan dan panduan tambahan yang melengkapi Pedoman Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Code of Corporate Governance) dan
Pedoman Perilaku (Code of Conduct), diantaranya berupa Panduan
Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), Pedoman
Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman
Whistle Blowing System (WBS), Peraturan Disiplin Pegawai, Perjanjian
Kerja Bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat
Pekerja (PKB), dan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai.
Sebanyak 28.016 insan KAl yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi,
Komite Komisaris, serta seluruh pegawai telah menandatangani
Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku melalui aplikasi
RAILEO dalam kurun waktu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal
31 Januari 2024.
Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi terkait penerapan GCG
yaitu sosialisasi Board Manual, Code of Conduct (CoC) dan kebijakan
serta panduan tambahan tentang praktik penerapan GCG Perusahaan
di-upload melalui milis dan broadcast serta disosialisasikan melalui
media intranet perusahaan (E-office) yang dapat diakses oleh pegawai
PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Perusahaan juga telah berupaya meningkatkan pemahaman terkait
penerapan GCG kepada seluruh pegawai melalui kewajiban menjawab
dengan benar kuis/pertanyaan seputar GCG dan AKHLAK (Quiz
Pedoman Perilaku) setiap kali akan mengakses E-office PT KAI
(Persero).
Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya yang
tertuang dalam Silabus Orientasi Calon Pekerja Nomor FR.15.MT.2018
tanggal 28 Agustus 2023 tentang memahami panduan perilaku yang
harus dipatuhi dalam kegiatan perusahaan telah menjadi materi dalam
Program Pengenalan Karyawan Baru yang dilaksanakan pada tanggal
19 s.d. 31 Desember 2024.
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c. Perusahaan Melakukan Pengukuran terhadap Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik

1) Perusahaan Melakukan Asesmen terhadap Pelaksanaan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik dan Review Secara Berkala

Pengukuran terhadap penerapan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan

secara berkala sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023

tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi

Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 44), yaitu:

a) Asesmen GCG Tahun 2022 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
dengan nilai 92,424,

b) Self Assessment penerapan GCG Tahun 2023 dengan nilai 93,017;

c) Asesmen GCG Tahun 2024 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
dengan nilai 93,590.

Namun, berdasarkan Laporan Kinerja USQ Tahun 2024, area of
improvement (Aol) hasil asesmen GCG yang pemantauan tindak lanjutnya
dilaksanakan melalui kegiatan Self Asesment GCG Tahun 2023 baru
ditindaklanjuti sebanyak 14 dari 40 Aol (35%), sedangkan sisanya sebanyak
26 Aol (65%) belum ditindak lanjuti.

Kami merekomendasikan kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero)
agar menginstruksikan Vice President Quality Assurance and Good
Corporate Governance (VP QA dan GCG) melalui Executive Vice President
Corporate Secretary untuk mengupayakan penyelesaian tindak lanjut atas

area of improvement (Aol) hasil asesmen GCG.

2) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Menjadi Salah Satu Unsur
Key Performance Indicator (KPI) yang Dituangkan dalam Kontrak
Manajemen
Sejak tahun 2021, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak
menjadi KPI Direksi yang dimuat dalam Kontrak Manajemen Direksi, namun
dimuat dalam KPI Corporate Secretary (US). Capaian KPI US terkait
implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) tahun 2024 adalah
sebesar 93,590 (100,296%) dari target sebesar 93,314.
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d. Perusahaan Melakukan Koordinasi Pengelolaan dan Administrasi

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

1) Perusahaan Memiliki Kebijakan tentang Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Satu
Tingkat di Bawah Direksi
PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi
Nomor PER.U/KP.402/XI11/1/KA-2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang
Perubahan atas Nomor PER.U/Kp.402/IV/1/KA-2020 tanggal 21 April 2020
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kebijakan ini telah
memuat mengenai:

a) Mekanisme penyampaian, batas waktu dan pelaporan LHKPN pada
administrator;

b) Jabatan dalam organisasi BUMN vyang ditetapkan sebagai
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK;

c) Pejabat perusahaan yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan
KPK berkaitan dengan pengelolaan LHKPN di lingkungan PT KAl
(Persero);

d) Pemberian sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian LHKPN.

2) Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang
kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara
Selama tahun 2024, Vice President Quality Assurance and Good Corporate
Governance (VP QA dan GCG) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai
koordinator Pengelolaan LHKPN telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait
penyampaian dan pengisian LHKPN bersamaan dengan sosialisasi GCG
yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 di Divre IV Tanjung
Karang yang dihadiri oleh Manager Sarana, Manager Penjagaan Aset dan
KNA, Manager Kesehatan, Deputy Pam Wilayah I, Manager PBJ, Tim USQ
Kantor Pusat, serta para perwakilan unit terkait di wilayah kerja Divre IV

Tanjungkarang serta para vendor/mitra kerja.
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Sosialisasi juga dilakukan melalui media lainnya seperti Milis Broadcast,
tabloid Kontak (Komik Uus dan Qigi) yang terbit setiap bulan dan

menyediakan hotline pendampingan teknis yang sifatnya by request.

Berdasarkan Laporan Kepatuhan Penyampaian LHKPN Periode 2023 di
Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimuat dalam
Nota Dinas Internal PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor
3/KC.202/IVIKA/2024 tanggal 1 April 2024, sebanyak 1.215 Wajib Lapor dari
1.216 Wajib Lapor telah menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai
dengan batas waktu tanggal 31 Maret 2024, dan 1 Wajib Lapor
menyampaikan LHKPN tanggal 1 April 2024 (terlambat).

Terhadap entitas (DAOP/DIVRE, Direktorat, Anak Perusahaan, dan Balai
Yasa) yang menyampaikan LHKPN tercepat diberikan apresiasi berupa

Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

3) Perusahaan Melaksanakan Kebijakan/SOP tentang Kepatuhan Pelaporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pemenuhan Penyampaian LHKPN di lingkungan PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Tahun 2023 untuk Wajib Lapor dengan batas akhir tanggal 31
Maret 2024 sebanyak 1.215 dari 1.216 Wajib Lapor, dengan tingkat
kepatuhan 99,92%. Terdapat 1 pegawai yang belum melaporkan LHKPN
sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, dan atas ketidakpatuhannya,
pegawai tersebut telah diberikan sanksi sesuai Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) Pasal 52 ayat 1 butir h. Hukuman disiplin tingkat 1 dijatuhkan kepada
pekerja yang melakukan pelanggaran disiplin dengan kriteria sebagai berikut:
butir h. tidak melakukan pelaporan LHKPN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yaitu teguran tertulis selama 6 bulan, dan
pemotongan tunjangan kinerja sebesar 10% selama 6 bulan.
Selain itu, VP QA dan GCG telah melaporkan perkembangan pemenuhan

kewajiban penyampaian LHKPN kepada KPK melalui aplikasi e-LHKPN.

Certified Company
ISO 9001:2015
Nomor. 16 00 L 13192

Asesmen Good Corporate Governance BUMN 41




Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024
Laporan Nomor PE.05.03/LHP-187/PW10/4.1/2025
Tanggal 2 Juni 2025

e. Perusahaan Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi Sesuai

Ketentuan yang Berlaku

1) Perusahaan Memiliki Ketentuan/Kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan mengenai gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor
PER.U/KC.202/XI/1/KA-2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan ini telah memuat mengenai komitmen

Dewan Komisaris dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi

yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi,

pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan

gratifikasi.

2) Perusahaan Melaksanakan Upaya untuk Meningkatkan Pemahaman

terhadap Kebijakan/Ketentuan Pengendalian Gratifikasi

Perusahaan telah melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman

terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

a)

b)

d)

Melakukan sosialisasi GCG dengan 21 kegiatan kepada seluruh insan
KAl dan stakeholders perusahaan, dan sosialisasi kepada Direksi dan
Dewan Komisaris bersamaan dengan kegiatan Hakordia 2024 pada
tanggal 19 November 2024 di Jakarta Railway Center.

Pendistribusian ketentuan dan perangkat pengendalian gratifikasi di
lingkungan perusahaan melalui website internal e-office, media
pelaporan atau menu khusus dengan nama e-gratifikasi di web internal
e-office untuk seluruh insan KAI termasuk Direksi dan Dewan Komisaris,
serta Komik Uus dan Qiqgi pada Majalah Kontak.

Melakukan kegiatan sosialisasi gratifikasi kepada stakeholder
bersamaan dengan sosialisasi GCG yang dilaksanakan pada tanggal 25
November 2024 di Divre IV Tanjung Karang yang dihadiri oleh Manager
Sarana, Manager Penjagaan Aset dan KNA, Manager Kesehatan,
Deputy Pam Wilayah |, Manager PBJ, Tim USQ Kantor Pusat, serta para
perwakilan unit terkait di wilayah kerja Divre IV Tanjungkarang serta para
vendor/mitra kerja.

Memuat kebijakan gratifikasi dalam Annual Report yang dapat diakses

oleh stakeholder melalui website kai.co.id.
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3) Perusahaan Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi

Mekanisme pengelolaan dan pelaporan gratifikasi di PT Kereta Api Indonesia
(Persero) dilakukan secara online. Perusahaan mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi dengan meluncurkan menu e-Gratifikasi pada portal
kepegawaian e-office pada pertengahan tahun 2016. Unit Quality Assurance
and Good Corporate Governance (QA dan GCG) sebagai Unit Pengendali
Gratifikasi telah melakukan analisis dan pemrosesan terhadap setiap laporan
gratifikasi di lingkungan Perusahaan. Perkembangan tersebut sudah
dilaporkan oleh VP QA dan GCG dan EVP Corporate Secretary kepada

Direktur Utama dalam Laporan Kinerja USQ Tahun 2024.
Terhadap perangkat pendukung gratifikasi, telah dilakukan peninjauan dan
penyempurnaan berkala. Berdasarkan evaluasi atas Program Pengendalian
Gratifikasi (PPG) tahun 2023 dan 2024, diperoleh peningkatan nilai pada
komponen Diseminasi (dari 80 menjadi 100), dan Inovasi (dari 70 menjadi
75). Hal tersebut mencerminkan adanya tindak lanjut atas rekomendasi

kekurangan dari tahun sebelumnya.

Perusahaan Melaksanakan Kebijakan atas Sistem Pelaporan atas Dugaan

Penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan (Whistleblowing

System/WBS)

1) Perusahaan Memiliki Kebijakan tentang Pelaporan atas Dugaan
Penyimpangan pada Perusahaan (Whistleblowing System)
Perusahaan telah mempunyai kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan
penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (Whistleblowing
System) vyaitu Peraturan Direksi PT KAl  (Persero) Nomor
PER.U/KL.104/1/1/KA-2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System). Pedoman tersebut
mengatur tentang perlindungan pelapor, unit pengelola whistleblowing
system, kewajiban insan KAl dan/atau masyarakat untuk melakukan
pelaporan atas pelanggaran, mekanisme penyampaian pelanggaran,
pelaksanaan investigasi dan penyampaian dan penanganan pengaduan

(pelaporan).
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2) Perusahaan Melaksanakan Kegiatan untuk Memberikan Pemahaman atas

Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (Whistleblowing

System/WBS)

Dalam rangka memberikan pemahaman kebijakan WBS, Unit Pengelola

WBS pada tahun 2024 telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a) Melakukan sosialisasi WBS bersamaan dengan sosialisasi GCG pada
tanggal 16 Januari 2024 di Balai Yasa (BY) Lahat, BY Yogyakarta, BY
Pulubyaran; tanggal 23 Januari 2024 di BY Manggarai, Divre Il Surabaya,
dan DAOP 1 Jakarta; tanggal 30 Januari 2024 di BY Surabaya Gubeng;
tanggal 5 Februari 2024 di BY Tegal; tanggal 19 Februari 2024 di DAOP
3 Cirebon dan Divre 1V, tanggal 20 Februari 2024 di DIVRE IIl Palembang,
tanggal 26 Februari dan 21 Agustus 2024 di DAOP 3 Cirebon.

b) Meningkatkan pemahaman dan partisipasi pegawai melalui:

(1) Webinar/diskusi panel/TOT yang diselenggarakan dengan tema
terkait dengan pemahaman pemberantasan korupsi;

(2) Kegiatan untuk mengkampanyekan budaya anti korupsi melalui
penyebaran toolkit sosialisasi WBS (spanduk, banner, stiker, buku
saku);

(3) Kegiatan untuk mengkampanyekan budaya anti korupsi melalui
iklan/video anti korupsi bertema WBS di website/portal/tv/media lain
di lingkungan PT KAI (Persero).

c) Melakukan sosialisasi kepada stakeholders melalui website dengan

tautan https://www.kai.id/corporate/gcqg.

d) Memuat kebijakan WBS dalam Annual Report yang dapat di akses
melalui website kai.co.id.

e) Mempublikasikan kegiatan Hakordia 2024 yang dilaksanakan pada
tanggal 19 November 2024 di Gedung Jakarta Railway Center (GRC)

dalam berita pada tautan https://www.kpk.go.id/id/ruang-

informasi/berita/sambut-hakordia-2024-kpk-ajak-pt-kai-lakukan-

pencegahan-korupsi-sedini-mungkin.
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3) Perusahaan Melaksanakan Kebijakan tentang Pelaporan atas Dugaan

Penyimpangan (Whistleblowing System/WBS)

Dalam melaksanakan kebijakan WBS, Perusahaan telah memiliki

sarana/media yang memadai yaitu berupa:

a) Spanduk, banner, stiker, buku saku terkait WBS;

b) Iklan/video anti korupsi bertema WBS di website/portal/tv/media lain di
lingkungan PT KAI (Persero);

c) Penyediaan sarana/media WBS berupa lisan, surat dengan alamat
pengiriman ke Unit Pengelola WBS pada Unit Quality Assurance and
Good Corporate Governance Kantor Pusat KAI, Jalan Perintis
Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, surat elektronik dengan alamat kai-
bersih@kai.id; dan

d) Aplikasi WBS.

Unit Penyelenggara WBS menyelenggarakan dan mengelola jalur
komunikasi bagi pelapor untuk melaporkan indikasi awal, melakukan
klarifikasi awal dan melakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran yang
terjadi di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Unit ini telah
melaporkan kegiatan penyelenggaraan WBS dalam Laporan Kinerja Unit QA
dan GCG Tahun 2024. Berdasarkan laporan tersebut, pada tahun 2024
terdapat 23 (dua puluh tiga) laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke
kanal WBS dan telah ditangani oleh Penyelenggara WBS.

Unit penyelenggara WBS telah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
WBS dalam Laporan Implementasi TPK KAI Tahun 2024, selanjutnya telah
dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan WBS TPK Terintegrasi
oleh KPK pada PT KAl (Persero) yang dimuat dalam Laporan Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan WBS TPK Terintegrasi PT KAI (Persero) Tahun
2024 yang dikeluarkan oleh KPK.
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2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS

Aspek governance yang terkait dengan Pemegang Saham dan RUPS dinilai

berdasarkan 6 (enam) indikator, yaitu:

a.
b.

C.

RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris;
RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan
usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;

RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan
laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai
peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;

RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat
dipertanggungjawabkan; dan

Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Asesmen yang dilakukan terhadap penerapan keenam indikator dengan 25

parameter yang diuji kesesuaiannya tersebut menghasilkan skor 8,618 dari skor

maksimum 9 atau 95,754% atau masuk dalam kategori Sangat Baik.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai
berikut:

a.

RUPS Melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

1) Pemegang Saham/RUPS Menetapkan Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Direksi
Pemegang Saham telah menetapkan pedoman pengangkatan dan
pemberhentian Direksi dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor
PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pada Bab IV. Tata Cara
Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN, Bagian Kesatu Manajemen Suksesi Direksi BUMN (Pasal 30),
Bagian Kedua Uji Kelayakan dan Kepatutan Anggota Direksi BUMN (Pasal

31-34), Bagian Ketiga Penandatanganan Kontrak Manajemen Anggota
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Direksi BUMN (Pasal 35-37), dan Bagian Keempat Tata Cara
Pengangkatan Anggota Direksi BUMN (Pasal 38).

Dalam peraturan tersebut telah dimuat mengenai Sumber Bakal Calon,

Mekanisme Penjaringan, Penilaian, dan Usulan Pengangkatan anggota

Direksi.

2) Pemegang Saham/RUPS Melaksanakan Penilaian Terhadap Calon
Anggota Direksi
Pemegang Saham telah melaksanakan penilaian terhadap Calon Anggota
Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan
Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
Kementerian BUMN memiliki Daftar Bakal Calon Direksi BUMN yang
tertuang dalam Wadah Talenta (talent pool) Kementerian BUMN, vyaitu
basis data yang berisi Talenta Terkualifikasi (qualified talent) dalam rangka
suksesi posisi jabatan Direksi BUMN. Talenta Terkualifikasi (qualified talent)
adalah Talenta yang memenuhi persyaratan (eligible talent) yang telah
mengikuti asesmen oleh Lembaga Profesional dan mendapatkan
rekomendasi untuk masuk ke dalam Wadah Talenta (talent pool)
Kementerian BUMN yang merupakan long list calon Direksi BUMN.
Berdasarkan hasil wawancara kepada Pemegang Saham tanggal 8 Mei
2025, sesuai proses dalam Peraturan Menteri BUMN, proses
pengangkatan Direksi PT KAI (Persero) dimulai dari penjaringan,
penilaian/evaluasi dan pengangkatan. Dalam proses penjaringan, sumber
kandidat dapat berasal dari direksi BUMN eksisting, dan/atau dari Wadah
Talenta (talent pool) Kementerian BUMN (BOD-1 atau direksi anak
perusahaan), atau dari sumber lain. Sdri Rosma Handayani dan Sdr Dadan
Rudiansyah merupakan calon direksi yang berasal dari Talenta BUMN,
yaitu talenta Himbara dan talenta Damri. Kemudian dilakukan evaluasi oleh
Komite Suksesi yang terdiri dari Wakil Menteri BUMN sebagai Ketua, Deputi
Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi (SDMTI) sebagai
Wakil Ketua. Komite ini bertugas melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan

(UKK). Komite Suksesi menyampaikan surat undangan kepada bakal calon
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Direksi untuk mengikuti UKK. Selanjutnya Deputi SDMTI menyampaikan
Hasil UKK beserta pengusulan calon Direksi kepada Menteri BUMN untuk
ditetapkan dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Hasil proses penjaringan, penilaian/evaluasi dan pengangkatan tersebut
dituangkan dalam Nota Dinas Deputi Bidang SDM dan Teknologi Informasi
kepada Menteri BUMN dengan Nomor ND-90/DSI.MBU/03/2024 tanggal 5
Maret 2024 hal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-
anggota Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta Usulan
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT
Kereta Api Indonesia (Persero)/"PT KAI".

3) Pemegang Saham/RUPS Menetapkan Pengangkatan Anggota Dan

Komposisi Direksi

Anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN selaku

RUPS PT KAI (Persero). Penetapan tersebut tidak melebihi 30 hari sejak

masa jabatan Direksi sebelumnya berakhir.

Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT KAI (Persero)

tentang Pengangkatan Direksi PT KAI (Persero) telah menyebutkan

pembidangan Direksi sebagai berikut:

a) Didiek Hartantyo sebagai Direktur Utama, tertuang dalam SK Menteri
BUMN Nomor SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021;

b) Hadis Surya Palapa sebagai Direktur Niaga, tertuang dalam SK Menteri
BUMN Nomor SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022;

c) Awan Hermawan Purwadinata sebagai Direktur Operasi, tertuang dalam
SK Menteri BUMN Nomor SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022;

d) Heru Kuswanto sebagai Direktur Pengelolaan Prasarana, tertuang dalam
SK Menteri BUMN Nomor SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022;

e) Rudi As Aturridha sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan
Kelembagaan, tertuang dalam SK Menteri BUMN Nomor SK-
322/MBU/11/2023 tanggal 12 Desember 2023;

f) Dadan Rudiansyah sebagai Direktur Keselamatan & Keamanan,
tertuang dalam SK Menteri BUMN Nomor SK-62/MBU/03/2024 tanggal
5 Maret 2024,
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g) Rosma Handayani sebagai Direktur SDM & Umum, tertuang dalam SK
Menteri BUMN Nomor SK-62/MBU/03/2024 tanggal 5 Maret 2024,

h) John Robertho sebagai Direktur Perencanaan Strategis & Pengelolaan
Sarana, tertuang dalam SK Menteri BUMN Nomor SK-240/MBU/10/2022
tanggal 26 Oktober 2022;

1) Salusra Wijaya sebagai Direktur Keuangan & MR, tertuang dalam SK
Menteri BUMN Nomor SK-226/MBU/07/2020 tanggal 14 Juli 2020.

Komposisi Direksi PT KAI (Persero) telah sesuai dengan kebutuhan

Perusahaan, yaitu berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang, memiliki latar

belakang pendidikan, pengetahuan dan/atau pengalaman dengan jenis

usaha PT KAl (Persero), dan seluruh direksi telah memiliki pengalaman

yang sesuai dengan pembidangan tugas.

4) Pemegang Saham/RUPS Menetapkan Pengaturan Mengenai Rangkap
Jabatan bagi Anggota Direksi

Pengaturan mengenai perangkapan jabatan bagi anggota Direksi
ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023
tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan

Usaha Milik Negara pada Pasal 67 ayat 4. Anggota Direksi dilarang

memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada

badan usaha lain, kecuali:

a) Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN
yang bersangkutan, selain sebagai komisaris utama;

b) Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/
memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari
Menteri.

Mengenai jumlah jabatan yang boleh dirangkap tidak secara eksplisit diatur

dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Pemegang Saham tanggal 8 Mei 2025,

Kementerian BUMN tidak mengatur secara eksplisit mengenai maksimal

jumlah jabatan yang dapat dipegang seorang anggota Direksi. Namun, PT

KAI (Persero) selaku perusahaan yang menerbitkan obligasi dapat
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mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
yaitu Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 6 bahwa Anggota
Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
a) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan
Publik lain;
b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau
Perusahaan Publik lain.
Selain dibolehkannya rangkap jabatan, dalam Pasal 67 ayat (3) diatur pula
mengenai larangan rangkap jabatan Direksi. Rangkap jabatan yang
dilarang sebagai berikut:
a) Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
b) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lainnya;
c) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga
pemerintah pusat dan/atau daerah;
d) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan;
e) Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil
kepala daerah;
f) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau

g) Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Mekanisme yang jelas bagi Direksi yang melakukan pelanggaran rangkap
jabatan diatur pada Pasal 67 ayat (5) Masa jabatan anggota Direksi BUMN
yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagai anggota Direksi BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya

perangkapan jabatan tersebut.

5) Pemegang Saham/RUPS Memberhentikan Anggota Direksi sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan
Pemberhentian anggota Direksi PT KAI (Persero) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan
pemanggilan kepada Direksi yang akan diberhentikan, untuk disampaikan

pemberitahuan atas pemberhentian yang bersangkutan. Hal tersebut dapat
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dilakukan melalui Zoom Meeting atau pertemuan fisik dan per individu
dalam forum 'Pemberitahuan rencana pemberhentian'.
Pada tahun 2024, Kementerian BUMN memberhentikan Direktur SDM dan
Umum PT KAI (Persero) (Sdr Suparno) dan Direktur Keselamatan dan
Keamanan PT KAI (Persero) (Sdr Sandry Pasambuna).
Pemanggilan kepada Sdr Suparno dan Sdr Sandry Pasambuna dilakukan
melalui Surat Undangan Menteri BUMN dengan surat Nomor UND-
39/Wk.MBU.11/03/2024 dan UND-40/Wk.MBU.11/03/2024 tanggal 4 Maret
2024. Dalam forum tersebut disampaikan rencana pemberhentian dan
alasannya. Tidak ada keberatan dari direktur yang bersangkutan. Hasil
forum dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Asisten
Deputi Bidang Jasa Logistik dan Asisten Bidang SDM dan Teknologi
Informasi Kementerian BUMN, vyaitu Berita Acara Nomor BA-
11/Wk.MBU.11/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Pemberitahuan
Rencana Pemberhentian dan Pembelaan Diri Direktur SDM dan Umum PT
Kereta Api Indonesia (Persero), dan Berita Acara Nomor BA-
12/Wk.MBU.11/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Pemberitahuan
Rencana Pemberhentian dan Pembelaan Diri Direktur Keselamatan dan
Keamanan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Pemberhentian Direksi ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN
selaku RUPS, yaitu SK Menteri BUMN Nomor SK-62/MBU/03/2024 tanggal
5 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, sebagai
berikut:
a) Sdr. Sandry Pasambuna Direktur Keselamatan dan Keamanan,
digantikan oleh Sdr. Dadan Rudiansyah;
b) Sdr. Suparno Direktur SDM dan Umum, digantikan oleh Sdri. Rosma
Handayani.

Dalam SK tersebut telah memuat alasan pemberhentian, yaitu dalam
rangka penataan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Kereta Api Indonesia.
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Menurut penjelasan Kementerian BUMN, pemberhentian Direksi PT KAl
(Persero) selama tahun 2024 tidak ada kaitannya dengan penurunan

kinerja, fraud, Good Corporate Governance atau lainnya.

6) Pemegang Saham/RUPS Memberikan Respon Terhadap Lowongan
Jabatan Dan/Atau Pemberhentian Sementara Direksi Oleh Dewan
Komisaris
Selama Tahun 2024 tidak ada pemberhentian sementara Direksi oleh

Dewan Komisaris.
b. RUPS Melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1) Pemegang Saham/RUPS Menetapkan Pedoman Pengangkatan dan

Pemberhentian Dewan Komisaris

Pemegang Saham telah menetapkan pedoman pengangkatan dan

pemberhentian Dewan Komisaris dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor

PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber

Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pada:

a) Bab IV Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 39-42, mengatur mengenai
Sumber Bakal Calon, Penjaringan, Penilaian, Usulan Pengangkatan.

b) Bab VI Tata Cara Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 71-73, mengatur mengenai
Alasan Pemberhentian dan Berakhirnya Jabatan, dan Tata Cara
Pemberhentian.

2) Pemegang Saham/RUPS Melaksanakan Penilaian terhadap Calon
Anggota Dewan Komisaris
Pemegang Saham telah melaksanakan penilaian terhadap calon anggota
Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ
dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemegang Saham tanggal 8 Mei
2025, sesuai proses yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN, proses

pengangkatan komisaris sebagai berikut:
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a) Kandidat komisaris dapat berasal dari mantan Direksi BUMN, Dewan
Komisaris BUMN di BUMN lain, dan Instansi Pemerintah. Sdr. Elen
Setiadi adalah calon komisaris yang berasal dari instansi Pemerintah,
yaitu merupakan pejabat struktural pada Deputi Bidang Pengembangan
Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementarian Koordinator Bidang
Perekonomian yang diusulkan berdasarkan surat Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor EK.5-248/M.EKON/10/2021 tanggal 8
Oktober 2021 hal Usulan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN. Sdr.
Elen Setiadi merupakan calon komisaris yang diusulkan tidak spesifik
pada BUMN tertentu, sehingga terdapat jeda antara proses pengusulan
dan pengangkatan.

b) Kemudian dilakukan penilaian/evaluasi oleh Komite Suksesi yang terdiri
dari Wakil Menteri BUMN sebagai Ketua, Deputi Bidang Sumber Daya
Manusia dan Teknologi Informasi (SDMTI) sebagai Wakil Ketua. Komite
ini bertugas melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK). Selanjutnya
Deputi SDMTI menyampaikan pengusulan calon Komisaris tersebut
kepada Menteri BUMN untuk ditetapkan dan diangkat dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).

c) Hasil proses penjaringan, penilaian/evaluasi dan pengangkatan tersebut
dituangkan dalam Nota Dinas Deputi Bidang SDM dan Teknologi
Informasi  kepada  Menteri BUMN dengan  Nomor  ND-
90/DSI1.MBU/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 hal Usulan Pemberhentian
dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Kereta Api Indonesia
(Persero), serta Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-

anggota Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero)/"PT KAI".

3) Pemegang Saham/RUPS Menetapkan Pengangkatan Anggota Dewan
Komisaris dan Komposisinya
Penetapan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS telah sesuai ketentuan
yaitu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut
berakhir. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-61/MBU/03/2024
tanggal 5 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota

Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api
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Indonesia (Persero) memberhentikan Sdr Riza Primadi sekaligus

mengangkat Sdr. Elen Setiadi sebagai penggantinya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero)

diangkat dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS, yaitu sebagai

berikut:

a) Komisaris Utama Said Aqil Siroj, Komisaris Rochadi, Komisaris Diah
Natalisa dan Komisaris Chairul Anwar diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret
2021,

b) Komisaris Endang Tirtana diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Menteri BUMN Nomor SK-417/MBU/12/2022 tanggal 29 Desember 2022;

c) Komisaris Johan Bakti Porsea Sirait diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep Ment BUMN SK-
173/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

d) Komisaris Sri Paduka Mangkoenagoro X diangkat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-174/MBU 08/2022 tanggal 15
Agustus 2022;

e) Komisaris Mohamad Risal Wasal diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Menteri BUMN Nomor SK-207/MBU/09/2022 tanggal 20 September
2022.

Jumlah Dewan Komisaris PT KAI (Persero) sebanyak 8 (delapan) orang,
telah cukup untuk mengawasi Direksi yang berjumlah sebanyak 9
(Sembilan) orang. RUPS telah menetapkan secara eksplisit anggota
Dewan Komisaris Independen sebanyak 5 orang atau Dewan Komisaris
yang berasal dari kalangan di luar BUMN dan Pemerintah, yaitu Said Aqil
Siroj, Riza Primadi, Rochadi, Endang Tirtana dan Johan Bakti Porsea Sirait.

4) Pemegang Saham/RUPS Menetapkan Pengaturan Mengenai Rangkap
Jabatan Bagi Anggota Dewan Komisaris
Pemegang Saham telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap
jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dalam Peraturan Menteri BUMN
Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan

Certified Company
ISO 9001:2015
Nomor. 16 00 L 13192

Asesmen Good Corporate Governance BUMN 54




Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2024
Laporan Nomor PE.O5.03/LHP:ﬂ.:gg/l;’g\lllz.o‘;ﬁ.r‘]i/gggg
Sumber Daya Manusia BUMN Pasal 72 ayat (1) Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris
pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan. Peraturan ini tidak secara eksplisit
mengatur jumlah jabatan rangkap yang dapat dijabat oleh komisaris.
Namun, PT KAI (Persero) selaku perusahaan yang menerbitkan obligasi
dapat mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) yaitu Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 24
Ayat (1) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
a) anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan
Publik lain.
b) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau
Perusahaan Publik lain; dan/atau
Ayat (2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan
sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak

pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

5) Pemegang Saham/RUPS Memberhentikan Anggota Dewan Komisaris
Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan
Pemegang Saham/RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melaksanakan
pemanggilan kepada yang akan diberhentikan dan dinyatakan dalam Berita
Acara sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN.
Pada tahun 2024, Menteri BUMN memberhentikan Sdr Riza Primadi
sebagai Komisaris Independen PT KAl (Persero). Berdasarkan hasil
wawancara dengan Pemegang Saham pada tanggal 8 Mei 2025, sebelum
diberhentikan, dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada komisaris
yang bersangkutan, baik secara online maupun offline dan per individu
dalam forum 'Pemberitahuan rencana pemberhentian'. Pemanggilan untuk
Sdr Riza Primadi dilakukan berdasarkan Surat Undangan Menteri BUMN
Nomor UND-41/Wk.MBU.11/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 dan dilakukan

secara online (via zoom). Dalam forum tersebut disampaikan rencana
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pemberhentian dan alasannya. Tidak ada keberatan dari komisaris yang
bersangkutan. Hasil forum dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik dan Asisten
Bidang SDM, Teknologi Informasi Kementerian BUMN, yaitu Berita Acara
Nomor BA-10/WKk.MBU.11/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang
Pemberitahuan Rencana Pemberhentian dan Pembelaan Diri Dewan
Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-61/MBU/03/2024 tanggal 5 Maret
2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
(Persero), yaitu memberhentikan Sdr Riza Primadi sebagai Komisaris
Independen PT KAIl. Dalam SK tersebut telah menyebutkan alasan
pemberhentian, yaitu dalam rangka penataan susunan keanggotaan
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api

Indonesia.

c. RUPS Memberikan Keputusan yang Diperlukan untuk Menjaga
Kepentingan Usaha Perusahaan dalam Jangka Panjang dan Jangka
Pendek sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau

Anggaran Dasar

1) Pemegang Saham/RUPS Memberikan Pengesahan Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP
Pemegang Saham/RUPS belum memberikan pengesahan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT KAI (Persero) Tahun 2025-2029.
Perusahaan telah menyusun RJPP 2025-2029 berdasarkan Pedoman
Penyusunan RJPP yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor
PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola
dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada Pasal
89-92. Berdasarkan penjelasan dari manajemen (Unit RS/Bagian RJPP),
rancangan RIPP 2025-2029 telah dilakukan pembahasan bersama antara

Wakil Menteri BUMN, Komisaris dan Direksi pada tanggal 18 September
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2024. Kemudian rancangan RJPP 2025-2029 ditandatangani oleh Direksi
dan Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2024. RJPP
disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham dengan surat Nomor
KM.103/XII/17/KA-2024 tanggal 25 Desember 2024 perihal Permohonan
Persetujuan Dokumen RJPP dan RSTI KAI 2025-2029 Induk dan
Konsolidasi. RJPP tersebut telah mendapat tanggapan dari Dewan
Komisaris sebagaimana tertuang dalam surat Dewan Komisaris PT KAl
(Persero) Nomor 09/CF/KOM/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal
Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Dokumen RJPP dan RSTI
Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2025-2029. Pada akhir Januari 2025
setelah RUPS RKAP Tahun 2025, terdapat instruksi Pemegang Saham
melalui whatsapp kepada manajemen agar RJPP disesuaikan dengan
RKAP Tahun 2025. Saat asesmen berlangsung (bulan Mei 2025) RIJPP
tersebut sedang dalam proses penyesuaian, sehingga belum disahkan oleh

Pemegang Saham.

2) Pemegang Saham/RUPS Memberikan Pengesahan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP)
Pemegang Saham/RUPS telah memberikan pengesahan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dalam RUPS RKAP Tahun
2024 tanggal 29 Januari 2024.
RKAP PT KAl (Persero) Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang
Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik
Negara pada Pasal 94-96.
Pemegang Saham telah melakukan pembahasan terhadap RKAP 2024
yang didahului dengan pemaparan mengenai RKAP PT KAl (Persero) oleh
Direksi, penyampaian tanggapan oleh Dewan Komisaris, selanjutnya
Pemegang Saham memberikan pengesahan terhadap Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 yang dinyatakan dalam
Risalah RUPS tentang Pengesahan RKAP Tahun 2024 Nomor 12 tanggal
29 Januari 2024. Pengesahan RKAP telah dilaksanakan tepat waktu sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023
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Pasal 95 ayat (2) bahwa RUPS/Menteri memberikan pengesahan atas

rancangan RKAP paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan.

3) Pemegang Saham/RUPS Memberikan Persetujuan/Keputusan atas Usulan
Aksi Korporasi yang Perlu Mendapat Persetujuan/Keputusan RUPS
Pemegang Saham telah memberikan persetujuan/keputusan atas usulan
aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS, yaitu
sebagai berikut:

a) Surat Menteri BUMN Nomor S-11/MBU/01/2024 tanggal 03 Januari 2024
hal Persetujuan Penghapusbukuan Aset Tanah Milik PT Kereta Api
Indonesia (Persero) di Jalan Kebon Kawung Nomor 03 Kota Bandung;

b) Surat Menteri BUMN Nomor S-30/MBU/01/2024 tanggal 18 Januari 2024
hal Persetujuan Pemberian Pinjaman Pemegang Saham (Shareholder's
Loan) kepada PT PSBI (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) dalam rangka
pendanaan Cost Overrun Proyek KCJB dan Perubahan Penggunaan
PMN TA 2022;

c) Pengusulan Tambahan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Tahun Anggaran 2025, Kementerian BUMN telah mengirim surat ke
Kementerian Keuangan Nomor S-178 MBU 03 2024 Usulan Tambahan
Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai pada BUMN
dalam APBN Tahun Anggaran 2025 dan Alokasi Cadangan Pembiayaan
Investasi APBN Tahun Anggaran 2024,

d) Surat Menteri BUMN Nomor SR-2/MBU/01/2024 tanggal 03 Januari
2024 hal Persetujuan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Anak
Perusahaan PT KAI (Persero);

e) Surat Menteri BUMN Nomor SR-99/MBU/02/2024 tanggal 20-02-2024
hal Persetujuan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan PT KAI (Persero);

f) Surat Menteri BUMN Nomor SR-153/MBU/03/2024 tanggal 14 Maret
2024 hal Persetujuan Usulan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan

dan Perusahaan Afiliasi PT KAI (Persero);
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g) Surat Menteri BUMN Nomor S-367/MBU/07/2024 tanggal 08 Juli 2024
hal Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Sarana Akibat
Kecelakaan KA di Emplasemen Stasiun Doplang;

h) Surat Menteri BUMN Nomor S-484/MBU/10/2024 tanggal 09 Oktober
2024 hal Persetujuan dan Penetapan atas Pelaksanaan Penerbitan
Obligasi dengan Jenis Obligasi dengan jenis Obligasi Konvensional atau
Sukuk (Obligasi Syariah) dan/atau Gabungan Obligasi Konvensional dan
Sukuk melalui mekanisme penawaran umum berkelanjutan Il Tahun
2024;

I) Surat Menteri BUMN Nomor S-67/MBU/02/2025 tanggal 14 Februari
2025 hal Penghapusbukuan Aset Tanah Milik PT KAI (Persero) Persero
di Desa Gadobangkong Kabupaten Bandung;

J) Surat Menteri BUMN Nomor S-33/MBU/01/2025 tanggal 24 Januari 2025
hal Penghapubukuan Aset Milik PT KAI (Persero) sehubungan dengan
Kepemilikan Tanah oleh Kesultanan Ngayogyokarto Hadiningrat;

k) Surat Menteri BUMN Nomor S-100/MBU/03/2025 tanggal 3 Maret 2025
hal Usulan Pengurus Anak Perusahaan PT RMU, PT KA Logistik dan PT
KA Property Manajemen.

Dari 11 persetujuan tersebut di atas, sebanyak 2 usulan aksi korporasi
pemberian persetujuannya dilakukan tepat waktu yaitu Persetujuan
Pemberian Pinjaman Pemegang Saham (Shareholder's Loan) kepada PT
PSBI (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) dalam rangka pendanaan Cost
Overrun Proyek KCJB dan Perubahan Penggunaan PMN TA 2022 dan
Persetujuan Usulan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dan
Perusahaan Afiliasi PT KAI (Persero). Sedangkan sisanya sebanyak 9
usulan, pemberian persetujuannya melebihi 30 hari untuk KSO/BOT dan 7
hari untuk pelepasan aset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima
secara lengkap. Selain 11 usulan aksi korporasi yang telah disetujui oleh
Pemegang Saham, terdapat 4 usulan aksi korporasi Direksi yang sampai
dengan saat asesmen berakhir belum mendapat persetujuan Pemegang

Saham.
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